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UUtlt;1(NUl{ KALJMANTAN~t;LATAN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan
Peraturan Gubemur tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun Anggaran 2021
sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tabun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tcntang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat don
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambah an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana Lelah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[l.embaran Nezara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Leinbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tarnbah an Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
T_..J !_ "'____ '7,,4 'l"...1...•• _ .,,, 1" .... _ ...""__ n...._.1..._ 1...__
U1UUUC~U:l nUU1Ul I~ IW1WI ","VI."," LCUU:1Jl~ rC1UUclUWI

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
'T'...1......... I)nnc:: lI.T...~ ..._ 1 ~'7 'T'.........k ...1......... T ............1-..... ~... lI.r_,.....~
.1c1UUU ","VVV nu.lUV.l 1."I, .ICUllUc1.l.ltll.l J...A;;.lUUc1.lc1.l1 nc~C1.1 C1

Repuhlik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tabun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan pprnprinh~h Nnrnnr ~ TRhl1n ?OOQ tpntRna.........~.................... .. " ".a. ~.. ..."" ~. "'" -....... ......,v., b

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
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I'ln D~ .. ,..~~_~ ... '16"' .... "'..: n,..l,.. ...... 1\T,..".,..": 1\T....._ ...._ Ill) rr,.."'",~_ I'ln11
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tentang PedomanPemberianHibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam
NegeriNomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
IndonesiaTahun 2018 Nomor565);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor754);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
keuangan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Drnu;nCo'; tl''31'",,'3nt'3n Qpl'3t'3n IT p""J.,.~r~n 1\Jp"~rl'Jl OpnllJ.,.l;t,
I. I.VYJ.I.J.-.>, ,~c::u.I.'J.'c::u.,\.Q...l' u....I.Q.\.Q...lJ. ,~'I."Jc::u.c::u.' '~""6c::u.Q. I.' ....P'""UUA

Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor5107);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123! Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan AdministratifPimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
NegaraRepuhlikindonesia Nomor6057;;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor6322);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Evaiuasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor525);
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Pasall

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai un sur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubemur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

PERATURANGUBERNUR TENTANGPENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
KALIMANTANSELATANTAHUNANGGARAN2021

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

22. Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelornpokan Kemarnpuan Keuangan Daerah
serta Pclaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 630j;

24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

25. Peraturan Daerab Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tabun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerab Provinsi Kalimantan Selatan
Tabun 2007 Nomor 13;

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tabun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tabun 2016 Nomor 11);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020
Nomor 5);
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Pasa14

(1) Anggaran pcndapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan eebesar Rp Rp3.568. 765.858.037 ,00 (tiga triliun lima
ratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus enam puIuh lima juta delap an
ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

Q. Pajak daerah:
b. Rctribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang Bah.

Pa8a13
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp5.426.165.272.537,00 (lima triliun empat ratus dua puIuh enam rnilyar
scratua enarn puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga
puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

fl. Pendapatan asli daerah:
b. Pendapatan transfer: dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasa12
AI~BD Provlnsi Kalimantan Bclutan Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:
fl. pcndapatan dacrah;
b. belnnja ducrah; dan
c. pcrnbiuyaandaerah.

I I 1'( ilK' 101,,,,,, l(n"UI1~"JI J)uoruh wJ"llIh kcncluruhun kcKluton yong mcluiputi
po I n H 11111"It II, 1>(111Vol! n ~J~.. ,-II n, pell1 tumnnu n, penn lsi unuhuun, pcla pora n,
1)( I t'illP,J~'"If{I"WIII)ltJl, (lun pOrW)IW/HJ,jfl kOUlUW'!Ul duoruh.

h. "np,wm", 1'011(1"1',,1,. .. d"" Holnnju Ducruh yllrJg nolunjutnya dislngkat APBD
ndulnh J'OtH'''''" J(OIllIt.lf',Uf) lnhunun doerun yang ditetapkan dcngan
p~IIItltl'LlII dnornh.

'I. POdOIlHlI1 pOtlywRIIHlII APBD I duluh pokok kcbijukun sebagai petunjuk dan
limit ""v,I pomorlntnhun ducruh dulurn pcnyununan, pcmbahasan dan
t)Onotllpnll I\PIJD.

H. PcgHwol Apurntur lpll Ncgaru yung nclnnjutnya disebut pegawai ASN
odnlnh peWlwnl n(!~(JrJnlpll dun pegnwalpernerintah dengan perjanjian kerja
yur V. dlunv,lwt 0011 pojubnt pornblna kepcgawaian dun diserahi tugas daJam
nuiuU jubutnn pcrncrintuhun ulau dlscruhl tugas ncgara lainnya dan digaji
bordunurkun peruturun pcrundang-undangan.
I owun Pcrwukllun Rukyut Daorah yang sclanjutnya disebut DPRD
rnerupnknn lembcga porwakllan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unuur pcnyclcnggaruun Pemerlntahan Daerah.

• !, ..
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e. Pajak rOKoKRp25B.094.12B.B67,OO (aua tams lima puluh delapan
milyar sembilan puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu
delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

(2) Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp7S3.000.000.000,OO (tujuh ratus lima puluh tiga
milvar runiahl, yang terdiri atas:

'" A " .., '-'

a. Pajak kendaraan bennotor mobil penumpang sedan direncanakan
sebesar Rp9.263.B32.000,OO (sembilan milyar dua ratus enam puluh tiga
juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

b. Pajak kendaraan bennotor mobil penumpang jeep direncanakan sebesar
Rp58.932.164.000,OO (Hilla puluh delapan milyar s€mbiliii'i ratus tiga
puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);

c. Pajak kendaraan bermotor mobil penumpang minibus direncanakan
sebesar Rp306.346.572.000,OO (tiga ratus en~ mily~ tiga ratus empat
puluh enamjuta lima ratus tujuh puluh dua nbu rupiah];

d. Pajak kendaraan bermotor mobil penumpang microbus direncanakan
sebesar Rp5.40B.445.000,OO (lima milyar empat ratus delapan juta
empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

c. Paja.~ bahen baker kendaraan bermotor (PBBKB)
Rp1.2S3.S00.000.000,OO (satu triliun dua ratus lima puluh tiga milyar
lima ratus juta rupiah);

d. Pajak air permukaan Rp3.S00.000.000,OO(tiga milyar lima ratus juta
rupiah); dan

PasalS
(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a

direncanakan sebesar Rp2.810.094.128.867,OO (dua triliun delapan ratus
sepuluh milyar sembilan puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu
delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak kendaraan bermotor (PKB)Rp753.000.000.000,OO (tujuh ratus
lima puluh tiga milyar rupiah);

b. Bea batik nama kendaraan bermotor (BBNKB)Rp542.000.000.000,OO
(lima ratus empat puluh dua milyar rupiah);

(2) Pajak daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebes,ar RP2,81O,094,l~8,867,OO(dua triliun delapan ratus sepuluh milyar
sernbilan puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus
enam puluh tujuh rupiah).

(3) R~tribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dtrcncanakan sebesar Ro42.368.639.000.00 (emoat nuluh dua milvar tiza
ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga ..puluh sembil~ ribu
rupiah).

(4) ~asil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana
d~maksud pada ayat (1)huruf c direncanakan sebesar Rp51.600.000.000,OO
[lima puluh satu milyar enam ratus iuta runiahl.

J '"

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp664.703.090.170,OO(enam ratus
enam puluh empat milyar tujuh ratus tiga juta sembilan puluh ribu seratus
tujuh puluh rupiah).
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g. Bea balik nama kendaraan bermotor bsrangjbeban light truck
direncanakan sebesar Rp20.669.173.000,oo (dua puluh milyar enam
ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

h. Bea batik nama kendaraan bermotor barang/beban truck direncanakan
sebesar Rp31.398.381.000,OO (tiga puluh satu milyar tiga ratus
sembilan puluh delapan [uta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

f. Bea batik nama kendaraan bermotor barang/beban pick up
direncanakan sebesar Rp59.671.394.000,OO (lima puluh sembilan milyar
enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu
rupiah);

b. Bea balik nama kendaraan bermotor penumpang jeep direncanakan
sebesar Rp30.647.836.000,00 (tiga puluh milyar enam ratus empat
puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

c. Bea balik nama kendaraan bermotor penumpang minibus direncanakan
sebesar Rp185.043.537.000,OO (seratus delapan puluh lima milyar
empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

d, Bea balik nama kendaraan bermotor mobil microbus direncanakan
sebesar Rp4.911.326.000,oo (empat milyar sembilan ratus sebelas juta
tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

e. Bea balik nama kendaraan bermotor mobil bus direncanakan sebesar
Rp228.348.000,OO (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat
nuluh delanan ribu rupiah};.. .. .,.--

j. Pajak kendaraan bermotor sepeda motor sepeda motor roda tiga
direncanakan sebesar Rp190.657.000,00 (seratus sembilan puluh juta
enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

(3) Pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp542.000.000.000,OO (lima ratus
empat puluh dua milyar rupiah), yang terdiri atas:
a. Bea balik nama kendaraan bermotor penumpang sedan direncanakan

sebesar Rp554.766.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta tujuh
ratus enam puluh enam ribu rupiah);- - .

c. Pajak kcndarann bcrrnotor mobil bus direncanakan sebesar
Rp315.350.000,OO (tign ratus lima bclua [uta tiga ratus lima puluh ribu
rupiuh];

f. Pajak kcndnrunn bcrmotor mobil barang/beban pick up direncanakan
sebcsnr Rp82.609.779.000,00 (dclapan puluh dua milyar enam ratus
scmbilan iuta tuiuh ratus tuiuh nuluh sembilan ribu runiah]:

<III J .". • ,;

g. Pajak kendaraan bennotor mobil barang/beban light truck direncanakan
sebesar Rp31.420.723.000,OO (tiga puluh satu rnilyar empat ratus dua
puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

h. Pajak kendaraan bermotor barang/beban truck direncanakan sebesar
Rp50.089.565.000,OO (lima pulun tniIyar ddapllii puiuh ~embiian juta
lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

i. Pajak kendaraan bermotor sepeda motor sepeda motor roda dua
direncanakan sebesar Rp208.422.913.000,OO (dua ratus delapan milyar
empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);.,_ ..
aan
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Pasal6
(1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)

..:II! 1 L T'\_"I"'I "r-o r-"n nnn nn 1 4. 1__ 1_ ..:11 :1 ...: __

uirencanaxan seoesar rtP't~."oo.o,,';1.UUU,UU[ernpat pwun uua muyar uga
ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu
rupiah), yang terdiri atas:
a. Retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp25.867.454.000,OO (dua

puluh lima milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus
lima nuluh emoat ribu runiahl:

.& .& 4. II

b. Retribusi jasa usaha direncanakan sebesar RpI6.111.B93.000,OO(enam
belas milyar seratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu
rupiah); dan

c. Retribusi perizinan tertentu direncanakan sebesar RpI89.000.000,OO
1 '"--__ ..:11_1 1._1 L!1 !__ ... !_1_\

(serarus ueiapan puiun St;mUUWlJULarupianj.

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp25.867.454.000,OO(dua puluh lima milyar delapan
ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah),
yang terdiri atas:

a. Retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar
Rp9.429.SS6.000,OO(sembilan milyar empat ratus dua puluh sembilan
juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah); dan

11::'\ T'\_:_1 __ = 1 L :____ ..:II! __ 1 ..:II __ ..:11_ _ ... 11\ L r ..:II

\~I raJaK air pt;nUUKcU:Ulseuagauuana UlIllaK.:SUU paua ayaL \.11 uurw u
direncanakan sebesar Rp3.S00.000.000,OO (tiga milyar lima ratus juta
rupiah).

(6) Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp2SB.094.128.867,OO (dua ratus lima puluh delapan milyar
sembilan nuluh emnat iuta seratus dua ouluh delaoan ribu delaoan ratus

... .& J .&.a. ..

enam puluh tujuh rupiah).

a. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar bensin
direncanakan sebesar RpI32.312.161.000,OO (seratus tiga puluh dua
milyar tiga ratus dua belas juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

b. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar solar
direncanakan sebesar Rp55.4S5.209.000,OO (lima puluh lima milyar
emoat ratus lima ouluh lima iuta dua ratus sembilan ribu runiahl: dan

.I. ... J .. "

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar lainnya
direncanakan sebesar Rp1.06S.732.630.000,OO(satu triliun enam puluh
lima milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu
rupiah).

i. Bea balik nama kendaraan bermotor sepeda motor motor roda dua
direncanakan sebesar Rp20B.060.364.000,OO(dua ratus delapan milyar
enam puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah); dan

j. Bea balik nama kendaraan bermotor sepeda motor motor roda tiga
direncanakan sebesar RpBI4.B7S.000,OO(delapan ratus empat belas
juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(4) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.253.S00.000.000,OO (satu
triliun dua ratus lima puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri
atas:
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Pasal 7

(1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar
Rp51.600.000.000,OO (lima puluh satu milyar enam ratus juta rupiah) yang
merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)
atas penyertaan modal pada BUMO.

(2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas
. .. ..,... ....1 . 1 ...1. 'r"'Io TT.. ''r'''Io .. 1. . . . • .. . .. .1'.. 1 ., _ t ..t . . , 11 \penyertaan monai paoa tlUlVIU seoagaimana mmaxsuu paaa ayat til
direncanakan sebesar Rp51.600.000.000,OO (lima puluh satu milyar enam
ratus juta rupiah), yang terdiri dari:
a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas

Penyertaan Modal pada BUMO (Lembaga Keuangan) direncanakan
sebesar Ro51.300.000.000.00 (lima ouluh satu milvar tlza ratus iuta•..•... " ........•.. ,. , .. " ..••.• - J"YO • J

rupiah); dan

c. Retribusi perpanjangan Izin MempekeIjakan Tenaga Kerja Asing
direncanakan sebesar Rp117.600.000,OO (seratus tujuh belas juta enam
ratus ribu rupiah);

b. Retribusi pelayanan pendidikan dircncanakan BCbenBI
Rp16.437.898.000,00 (enam belas milyar ernpat ratus tiga puluh tujuh
juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dirnaksud pada ayat (]) huruf b
direncanakan sebesar Rp16.111.893.000,00 (enam belas milyar scratus
sebe1as juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); yang terdiri
atas:

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah direncanakan sebesar
Rp8.674.020.000,00 (delapan rnilyar enam ratus tujuh puluh empatjuta
dua puluh ribu rupiah);

b. Retribusi terminal direnoanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus [uta
rupiah);

c. Retribusi ternpat penginapan/Pesanggrahan/Vila direncanakan sebesar
Rp602.500.000,00 (enam ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);

d. Retribusi pelayanan kepelabuhanan direncanakan sebesar
Rp887.322.500,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus
dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

e. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga direncanakan sebasar
Rp2.509.150.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan juta seratus lima
puluh ribu rupiah); dan

f. Retribusi penjualan produksi usaha daerah direncanakan sebesar
Rp3.338.900.500,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta
sembilan ratus ribu lima ratus rupiah).

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan
juta rupiah), yang terdiri atas:
a. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum

direncanakan sebesar Rp30.000.000,OO (tiga puluh juta rupiah);
b. Retribusi izin usaha perikanan direncanakan sebesar Rp41.400.000,OO

Ipmn~t nll111h q~tll hlt~ pmns:::atrAtll~ rihll nlni~\' nan\ ............1;' ..........j-I .......~ .. W'..... "' ......J ....................,......t' .....~..""""".........,......,1IfIIo4, ·~.I:'''''''''''/' ......~.
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Pasal9
(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 3

huruf b direncanakan sebesar Rpl. 783.725.577.000,00 (satu triliun tujuh
ratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus
tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

(2) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp1.783.725.577.000,OO (satu triliun tujuh ratus
delapan puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh
puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari atas:

a. Dana perimbangan direncanakan sebesar Rpl.775.639.334.QOO,00 (satu
triliun tujuh ratus tujuh puluh lima milyar enam ratus tiga puluh
sembilanjuta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah); dan

b. Dana insentif daerah direncanakan sebesar Rp8.086.243.000,OO
(delapan milyar delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga
ribu rupiah).

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
direncanakan sebesar Rpl. 775.639.334.000,00 (satu triliun tujuh ratus
tujuh puluh lima milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga
puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari atas:
a. Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) direncanakan sebesar

Rp646.480.0BO.OOO,00(enam ratus empat puluh enam milyar empat
ratus delapan puluhjuta delapan puluh ribu rupiah); dan

Pasal8
(1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud daJam

Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp664.703.090.170,OO
(enam ratus enam puluh empat milyar tujuh ratus tiga juta sembilan puluh
ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. Jasa giro;

b. Pendapatan denda pajak daerah; dan
c. Pendapatan BLUD.

(2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp39.000.000.000,OO (riga pulUn sembilan milyar rupiah), yang
merupakan jasa giro pada kas daerah.

(3) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp64.000.000.000,OO (enam puluh empat
milyar rupiah) yang merupakan pendapatan denda pajak kendaraan
,. - -- -__ • .._. __ IT"\Y,rr-,.\nermotor {t"1\1jJ.

(4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp561.703.090.170,00 (lima ratus enam puluh satu
milyar tujuh ratus tiga juta sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh
rupiah).

b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta direncanakan sebesar
Rp300.000.000,OO(tiga ratus juta rupiah).
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Pasal12
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a

direncanakan sebesar Rp3.551.238.037.303,OO (tiga triliun lima ratus lima
puluh satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu
tiga ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja hibah; dan
d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp1.542.125.325.640,OO (satu triliun lima ratus empat puIuh dua
milyar seratus dua puIuh lima juta tiga ratus dua puIuh lima ribu enam
ratus empat puIuh rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp1.852.529.241.583,OO (satu triliun delapan ratus
lima puluh dua milyar lima ratus dua puIuh sembilan juta dua ratus empat
puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp155.063.470.080,OO (seratus lima puIuh lima rnilyar enam puluh
tigajuta empat ratus tujuh puluh ribu delapan puluh rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
...:.:_ 1....... 1... _ D_1 C:f'\nnnn nnn nn I,..,.. _:1 _ 1:_ _,.. ...:._
UJJCIU,;WUU\l:l.U ~CUC~ n}J.1.,,~v.vvv.vvv,vv \~lU llWyw mud. Id.LU~ UUi:t.

puluh juta rupiah).

Pasal 11
(1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar

Rp5.526.165.272.537,00 (lima triliun lima ratus dua puluh enam rnilyar
seratus enarn puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus
tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.73.673.837.500,00 (tujuh puluh
tiga milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh
ribu lima ratus rupiah).

(2) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang merupakan pendapatan hibah dari pendapatan hibah
dari badan/Iembaga/organisasi dalam negeri/Iuar negeri.

"' , 1 rv
r-asai lU

b. Dunn transfer umum-dana alokasi umum fDAU) direncanakan sebesar
Rp1.129.159.254.000,00 (satu triliun seratus dua puluh sembilan
rnilyar seratus lima puluh sembilan [uta dua ratus lima puluh empat
ribu rupiah).
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Pasal13

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp1.542.125.325.640,OO (satu triliun lima
ratus empat puluh dua milyar seratus dua puluh lima juta tiga ratus dua
puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
ASN;

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDHiWKDH;
f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRDserta KDH/WKDH;dan
g. Belanja Pegawai BLUD.

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
\"',,_.1' !' ...l!__ __ l \... " '7'71') f'\'7f'\ f'\"'" f'lf'lt:: f'\f'\ , : 1.. _ : \...
llW W Cl UllCU\,;WU:UUi.ll ::Scuc~ ~}JI I L..V/".V~,).L.L.U,VV \LUJUlI lCllU::S lUJWl

puluh dua milyar tujuh puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus
dua puluh enam rupiah).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp560.500.503.690,OO (lima ratus enam
nuluh milvar lima ratus iuta lima ratus tiza ribu enam ratus sembilan
& - ~ ~

puluh rupiah).

(4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp70.657.795.669,OO (tujuh puluh milyar enam ratus lima puluh tujuh juta
tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh sembilan
rupiah).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp45.332.198.000,OO (Empat puluh lima
milyar tiga ratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu
rupiah).

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.239.680.980,OO (satu milyar dua
ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan
ratus delapan puluh rupiah).

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp4.618.140.000,OO (empat milyar enam ratus delapan belas juta seratus
empat puluh ribu rupiah].

(8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp87.697.974.075,OO (delapan puluh tujuh milyar
enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat
ribu tujuh puluh lima rupiah).
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j. 8elanja luran Jaminan Kecelakaan KerjaASN; dan
k. Belanja luran Jaminan Kematian ASN.

(2) 8~Ianja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp592.891.372.809,OO (lima ratus sembilan puJuh
dua milvar delapan ratus sembilan puluh satu iuta tiga ratus tuiuh puJuh
dua ribu delapan ratus sembilan rupiah). ;. - -.

(3) 8elanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp53.694.722.546,OO(lima puluh tiga milyar
enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima
ratus empat puIuh enam rupiah).

(4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp14.190.924.688,00 (empat belas milyar
seratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puiuh empat ribu enam
ratus delapan puluh delapan rupiah).

(5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp40.285.212.622,OO (empat puluh milyar
dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua belas ribu enam ratus dua
puluh dua rupiah).

(6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar RplO.362.800.549,OO (SepuIuh
milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu lima ratus empat
puluh sembilan rupiah).

(7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf f
direncanakan sebesar Rp29.582.817.952,OO (dua puluh sembilan milyar
lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan
ratus lima puluh dua rupiah).

(8) Belanja Tunjangan PPhjTunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)huruf g direncanakan sebesar Rp2.068.2?9.43~,OO(dua milyar
enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus
tiga puluh rupiah).

(9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf h
direncanakan sebesar Rp10.190.696,OO (sepuluh juta seratus sembilan
puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 14

(1) Anggarnn gaji dan tunjangan sebsgairnana dimaksud dalarn Pasal 13
ayat (1) huruf a dl.'rencnnakan sebesar Rp772 079 033 226 00 (tuj htujuh ul h d 'I . h ' . . , ~u ratus

co p u us nuyar tu~u puluh scmbilan juta tiga puluh tiga ribu dua
ratus dua puluh cnam rupiah], yang terdiri atas:
a. Belanja Gaji Pokok ASN;

b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;

c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;

d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;

e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;

f. Belanja Tunjangan Beras ASN;

g. Belanja Tunjangan PPhjTunjangan Khusus ASN;

h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;

i. Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN',
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Pasal16
(1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp70.657.795.669,OO(tujuh puluh milyar enam ratus lima puluh
tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh
sembilan rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Insentif bagi ASNatas Pemungutan Pajak Daerah;
h. Belanja bagi ASNatas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
c. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;

d. Belanja Honorarium; dan
e. Belanja Jasa PengelolaanBMD.

(2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf a direncanakan sebesar Rp52.615.583.877,00
(limapuluh dua milvar enam ratus lima belas iuta lima ratus delapan puluh
riga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). . •

(3) Belanja bagi ASNatas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.159.928.792,OO
(dua milyar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh
delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal15
(1) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (1)huruf b direncanakan sebesar Rp560.500.503.690,00 (lima
ratus enam puluh rnilyar lima ratus juta lima ratus tiga ribu enam ratus
sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban KerjaASN;dan
h. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN.

(2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Behan Kerja ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp557.077.503.690,OO(lima ratus lima puluh tujuh milyar tujuh puluh
tujuh juta lima ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

(3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf b direncanakan sebesar Rp3.423.000.000,OO
(tigamilyar empat ratus dua puluh tigajuta rupiah).

(10) B lnnju lurnn .Jnminnn Kesehatan ASN sebagaimana dirnaksud pada
l\ynl [l] huruf idircncnnakan sebesar Rp25.058.504.084,OO(dua puluh lima
milyur limn puluh delapan juta lima ratus empat ribu delapan puluh empat
rupiah].

(11) Bclnnja luran Jaminan Kecelakaan KerjaASNsebagaimana dimaksud pada
nyut (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.250.000.000~00[satu milyar dua
ratus limo.puluh juta rupiah).

(12) Belanja luran Jaminan KematianASNsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf k direncanakan sebesar Rp2.684.257.850,00 (dua milyar enam ratus
delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus
lima puluh rupiah).
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Pasal17
(1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 13

___.... 11\ '_•• _.l'.J .J~ • ' .'- "_"'1:" """ 1nnnnn nn ' 60 _ •• 1•• '.

UYUl III IlUTW U uirencanaxan seoesar ~?t".""",.1 ~o.vvv,uv (empai puiun
lima milyar tiga ratus tiga puJuh dua juta seratus sembilan puluh delapan
ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Uang Representasi DPRD;
b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;

c. Belanja Tunjangan Berns DPRD;
d. Belanja Uang Paket DPRD;
e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;

i. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
J. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.

(2) 8elanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp2.519.500.000,OO (dua milyar lima ratus
sernbilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp3S2.702.000,00 (tiga ratus lima puluh dua
juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

(4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
hum! c direneanakan sebesar Rp350.000.000,OO (tiga latus lima puluh juta
rupiah).

(5) 8elanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp299.880.000,OO (dua ratus sembilan puluh
sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

(6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp2.536.485.000,OO (dua milyar lima ratus
tiga puIuh enam juta empat ratus delapan puIuh lima ribu rupiah).

(7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.388.ISO.OOO,OO(dua milyar tiga
ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

(8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebeser
RpI3.940.387.880,OO (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh jura
tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

(4) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.000.000,oo (empat puluh lima
juta rupiah).

(5) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp14.757.743.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus
lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

(6) Belanja Jasa Pengelolaan BMDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rpl.079.540.000,OO (satu milyar tujuh puluh
sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

- 15-
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Pasal18
(1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.239.680.980,OO (satu
milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu
sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
b. 8elanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;

e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
g. Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
h. Belanja Insentif bagi KDH/WKDHatas Pemungutan Pajak Daerah; dan

i. Belanja Insentif bagi KDH/WKDHatas Pemungutan Retribusi Daerah
bagi KDH/WKDH.

(2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp75.730.200,00 (tujuh puluh lima juta
tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah).

(3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurufb direncanakan sebesar Rp7.249.200,00 (tujuhjuta dua ratus
empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

(4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c sebesar RpI36.312.400,OO (seratus tiga puluh enam juta
tiga ratus dua belas ribu empat ratus rupiah).

(5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDHsebagaimana climaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp7.109.200,OO (tujuh juta seratus sembilan
ribu dua ratus rupiah).

(6\ Belania Tunianzan PPh/Tunianzan Khusus KDHIWKDH sebazaimana\-, - -----.,-- - ---"---0--- - - --, - ---"---0--- ------ --- -- --, .. -- -- - - - --0---------
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp659.934.800,OO
(enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu
delapan ratus rupiah).

(7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDHsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp12.180,OO (dua belas ribu seratus delapan
puluh rupiah).

(9) Belania Tunianzan Reses DPRD sebazaimana dimaksud nada avat '1) huruf
h direncanakan sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus
juta rupiah).

(10) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar RpI7.961.093.120,00
[tujuh belas milyar sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan puluh
tiga ribu seratus dua puluh rupiah).

(11) 8elanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf j direncanakan sebesar RpI84.000.000,OO (seratus delapan puluh
empatjuta rupiah).

- 16-
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Pasa122

Uraian Iebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini terdiri dari:
I . Lamniran T Rinokasan Peniabaran APRn VAnu niklA~ifikA~i Mp.nnnlt_.---r--- - ---0----- - ---J----- .- -- ---0 ---------- ..-------

Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

Pasal21

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rpl00.000.000.000,OO (seratus milyar rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal20
(1) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)

\..••_.1' ... ...I!_ ..._ ...... _ ...1...._ ......\..........._ "_0'7 c."'7 "'7A "'7r::: nn In ...1..._ ...__ ••1•• \" ... !••\..
uww ~ Ullt:lllA:UlC1KWl ~t:Ut:~tu 1'\.J:J0I.U~/.~/"t.V/'"',VV ,Ut:U:lIJWl IJWWl LUJWl

milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh
empat ribu tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas Belanja Pegawai
BLUD.

(2) Belanja Pegawai BLUDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
......1............_ D.....O'7 c..n'7 n'7"" n'7r::: "" In ...l.............. ....•• 1••\.. ... :•• \.. _..!1......._ ..._"'_ _...........
~cuc~C:U .n.PO/.U::1/.::1I'"t.V/..J,VV lUt:JClpWJ pWWl LUJWJ uwyw CllWU U:llU~

sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh
puluh lima rupiah).

Pasa119
(1) 8elanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan
sebesar Rp4.618.140.000,OO (empat milyar enam ratus delapan belas juta
seratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas 8elanja Dana
Operasional KDH/WKDH.

(2) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada
......... '1' ...:I:_..._ ......_ ...1...._ ......\..........._ "_At::101",nn"""n 1...__ .... _:1•• ..._..
tlytlL p.J Ullt:HUUU:lAWl ~t:UC~W 1'\.!M'.U10.1"'tV.vVV,VV ,t:1J.1Vi::ll uwyw erreuu

ratus delapan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah).

(8) 8elanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDHsebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp333.019.000,00 (tiga ratus
tiga puluh tiga juta sembilan belas ribu rupiah).

(9) 8elanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf h direncanakan sebesar RpO,OO
(nol rupiah).

(10) 8elanja Insentif bagi KDH/WKDHatas Pemungutan Retribusi Daerah bagi
KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan
sebesar Rp20.314.000,00 (dua puluh juta tiga ratus empat belas ribu
rupiah).

•
17 -



i
Dipindai dengan CamScanner

Pasal24
Pelaksanaan penjabaran APBDyang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat
daerah sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan,

Pasal23
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Oubernur ini,

9. Lampirun IX Rinciun Dunn Tnmbnhnn lnfrnstruktur Menurut Urusan
Pemerintnhnn Dueruh, organlsaei , Program, Kegiatan, Sub
Kegiutnn, Kclornpok, .Jenls, Objek, dan Rincian Objek
Pendaputan, Belnn]n dun Pcmblayean;

10. Lampiran X Slnkronisasl Kebijukan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/
Kola pada Dacrah Perbatasan Onium Rancangan Perda
tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran
APBD dengan Program Prloritas Perbatasan Negara.

~l. Ln in pirun 111

-I. LHtHpil'U" IV

l~ Liuuplrnn V0.

,.
U\t\\r)h',ll\ VI0.

7. Lumplrun VH

'.. I 1.1"'" ''''' 1\ II Pt"UllhHI'HIl API \I) nu III 11'111 til ururu P(·rn~dlll .. h Dneruh,
OrHl\l\ltultll, PmMI'IIIIl, I(c·J,tlnt 1111 , HlIh I("JI,IIltlln, Kelompok,
,'('1\1", Old"I(, I~IIHIlln Ohle It Ptmdllp"ltlll, n'~I..nju, dnn
p, l\\hh '1\&\\"\;

Dull.,,' NIlIH" Pcm~rllll", Alnmut l'onorlmn, dnn Bennrnn
1111>,,1\;

D"flnl' IlHIllU P Il( rtmn, AllIlI1nt. Penerlmn, rlnn Besnran
111\1\1uuu \(mlnl;
Dun",' NUl"" POll rlmn, Alnrnnt Penerlmn, cion Beuaran
IJnnhlul\ "~\llInHIU) lmrulful. umum dun berulfat khusus;

DnO,w Nnmn P n rimn, AJn01nt Penerimn, dan Besnran
lx Inl\.Il\bnHI hnull;
Rln 'il\\\ D(\\\I\ Otonoml Khuuu« Menurut Uruaan
Pcm rlutuhnn Dnernh, Orgnnlanal, Program, Keglntnn, Sub
1\ !tln'nll, Kclompok, .Ienl», Objek, don Rincion Objek
Pcndupniun, Bdnl\jn dnn Pembinyunn:

8. Lumplrnn VIll Rlnclnn om I-SDA Pertnmbnngnn Minynk Bumi Dan
Portnmhl\ngn" Gu» Alom/ Tnrnbnhnn DBH Minyak dan
GUN Burnl Pemerinluhnn Dnernh, Orgunlsusi, Program
Kcglntnn, Sub Koglntnn, Kelompok, .Jenis, Objek, dan
Rincinn Objek Pcndnputnn, Belanju dun Pembiayaan;

•
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BERITA DAERAH PROVlNSI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020
NOMOR I~I

Pj. SEKRETARlS DAERAH PROVINSI
KALI SELATAN,

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal .2.8 ~.r"""b.r ":;>~Q

SAHBIRIN NOOR

Ditetapkan di Banjarrnasin
pada tanggal .:J.Q OL"~bA.r .:l~Q

Pasa125

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
"' •• 1.•....••.. .1 ••• __ .•.• _ .• _._ ••• "'_ .• __ ._ .1.1 ••• ,",_ .. "4_ ""' __ •__ ,.uuUt:rnur oengan penernpaiannya uaiam oerua uaeran

'.
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